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BAB I 
 PENDAHULUAN            

A. GAMBARAN UMUM 

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,  dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sesuai pasal 250, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran perlu menyusun Prosedur 

Operasional Standar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintah.   

Perubahan paradigma pola birokrasi pemerintahan dengan masyarakat 

menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan reformasi birokrasi untuk membangun 

profil dan perilaku aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan 

bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui 

perubahan pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set). Perubahan tersebut 

diwujudkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS). Standar kinerja ini sekaligus 

dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal mupun eksternal. 

POS merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata 

kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan 

instansi pemerintah. POS sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan 

prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang 

sudah Prosedur Operasional Standar (POS) yang sudah baku. Pengembangan instrumen 

manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh 

unit kerja pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

B. DASAR HUKUM 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2012 Nomor 649); 

2. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 

Nomor 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan 

Generik Ketatausahaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi; 
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4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 

Nomor 378/0/2021 tentang Rincian Tugas Badan Standar, Kurikulum, dan Asessmen 

Pendidikan; 

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia Nomor 

387/0/2021 tentang Kelas Jabatan Badan Standar, Kurikulum, dan Asessmen 

Pendidikan; 

6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 

Nomor 55/O/2021 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan 

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 

Nomor 262/O/2022 tentang Penyusuaian sistem kerja pada Unit Kerja di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup buku POS ini meliputi POS-AP Generik Ketatatausahaan dan POS 

Teknis Substansi Kurikulum dan Pembelajaran  yang dilakukan revisi sesuai dengan rincian 

tugas dan sistem kerja baru di lingkungan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.  

POS-AP Generik Ketatausahaan terdiri atas:  

1.  POS AP Bidang Perencanaan;  

2.  POS AP Bidang Keuangan;  

3.  POS AP Bidang Kepegawaian:  

4.  POS AP Bidang Ketatalaksanaan;  

5.  POS AP Bidang Kerumahtanggaan;  

6.  POS AP Bidang Barang Milik Negara; dan 

7.  POS AP Bidang Persuratan dan Kearsipan. 
 
POS Spesifik (khusus) terdiri atas: 

1. POS Bidang Kurikulum 

2. POS Bidang Pembelajaran 

3. POS Sistem Informasi Kurikulum Nasional  

D. TUJUAN 

Secara khusus tujuan Penyusunan POS ini adalah sebagai panduan standar baku 

bagi pegawai Apartur Sipil Negara (ASN) Pusat Kurikulum dan Pembelajaran untuk 



3 
 

     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

aparatur pemerintah.   

E. PENGERTIAN  

1) Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan 

mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. 

2) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (POS-AP) adalah standar 

operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

3) Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. 

4) POS administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari 

kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan 

lebih dari satu peran atau jabatan.  

5) POS teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan 

oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan. 

6) POS Generik (Umum) adalah POS berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif 

memiliki kesamaan baik dari kegiatan yang di-POS-kan maupun dari tahapan kegiatan 

dan pelaksananya. Variasi POS yang ada hanya disebabkan perbedaan lokasi POS 

itu diterapkan. 

7) POS Spesifik (Khusus) adalah POS berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif 

memiliki perbedaan dari kegiatan yang di-POSkan, tahapan kegiatan, aktor 

(pelaksana), dan tempat POS tersebut diterapkan. POS ini tidak dapat diterapkan di 

tempat lain karena sifatnya yang spesifik tersebut.  

F. MANFAAT POS 

POS ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:  

1) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang menjadi tugasnya;  

2) Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang 

aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;  

3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;  
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4) Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi 

manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan 

proses sehari-hari;  

5) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;  

6) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit 

untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;  

7) Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung 

dalam berbagai situasi;  

8) Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan 

prosedur;  

9) Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh 

aparatur dalam melaksanakan tugasnya;  

10) Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur; 

11) Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur 

dalam melaksanakan tugasnya;  

12) Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum 

karena tuduhan melakukan penyimpangan;  

13) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;  

14) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 

memberikan pelayanan;  

15) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar 

pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan. 

G. PRINSIP PENYUSUNAN POS 

1. Kemudahan dan kejelasan 

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan 

diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam 

tugasnya. 

2. Efisiensi dan efektivitas 

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien 

dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas. 

3. Keselarasan  

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur 

standar lain yang terkait. 
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4. Keterukuran 

Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau 

mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. 

5. Dinamis 

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan. 

6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani 

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan 

pengguna (customer’s needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada 

pengguna. 

7. Kepatuhan Hukum 

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-

peraturan pemerintah yang berlaku. 

8. Kepastian Hukum 

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai 

sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk 

melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. 

H. MONITORING DAN EVALUASI  

Dalam hal pelaksanaan POS-AP ini harus dilakukan monitoring terus 

menerus untuk memastikan apakah POS-AP yang disusun mudah diterapkan dan 

apakah dapat berjalan dengan baik, masukan dari hasil monitroring ini sebagai 

bahan untuk melakukan evaluasi POS-AP. Evaluasi POS-AP meliputi substansi    

POS-AP itu sendiri atau berkaitan dengan proses penerapannya. 

Tidak selamanya sebuah POS-AP berlaku secara permanen, perubahan 

organisasi, terbitnya peraturan perundangan baru hal ini akan berpengarauh pada 

perubahan POS-AP. Oleh karena itu POS-AP perlu dilakukan evaluasi agar 

prosedur-prosedur dalam organisasi selalu merujuk pada akuntabilitas dan kinerja 

yang baik. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan 

ketepatan POS-AP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas 

dan fungsi organisasi sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif.  



6 
 

     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

BAB II 

PENJELASAN UNSUR POS 

 

Unsur POS merupakan unsur inti dari POS yang terdiri dari Bagian Identitas POS dan Bagian 

Prosedur POS.  Bagian Identitas POS berisi data-data yang menyangkut identitas POS, 

sedangkan Bagian Prosedur POS berisi kegiatan, pelaksana, mutu baku, dan keterangan.  

 

A. BAGIAN IDENTITAS 

Bagian Identitas POS dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Logo dan Nama Instansi/Satuan Kerja/Unit Kerja, nomenklatur satuan/unit organisasi 

pembuat. 

2. Nomor POS AP, nomor prosedur yang di-POS-kan sesuai dengan tata naskah dinas 

yang berlaku di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 

3. Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali POS AP dibuat berupa tanggal selesainya 

POS AP dibuat. 

4. Tanggal Revisi, tanggal POS AP direvisi atau tanggal rencana ditinjau ulangnya POS 

AP yang bersangkutan. 

5. Tanggal Efektif, tanggal mulai diberlakukan POS AP atau sama dengan tanggal 

ditandatanganinya Dokumen POS AP. 

6. Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja. Item 

pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai 

dengan NIP serta stempel/cap instansi. 

7. Judul POS AP, judul prosedur yang di-POS-kan sesuai dengan kegiatan yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. 

8. Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur yang 

di-POS-kan beserta aturan pelaksanaannya. 

9. Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan 

dengan prosedur lain yang distandarkan (POS AP lain yang terkait secara langsung 

dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut). 

10. Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi 

ketika prosesdur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi 

berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana 

ketika prosedur dilaksanakan, serta berbabai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal 

ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya 
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menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka (if-than) atau batas waktu 

(deadline) kegiatan harus sudah dilaksanakan. 

11. Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. POS 

Administrasi dilakukan oleh lebih dari satu pelaksana, oleh sebab itu maka kualifikasi 

yang dimaksud adalah berupa kompetensi (keahliah dan keterampilan) bersifat umum 

untuk semua pelaksana dan bukan bersifat individu, yang diperlukan untuk dapat 

melaksanakan SOP ini secara optimal. 

12. Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan utama 

(pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan 

prosedur yang di-POS-kan. 

13. Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh 

pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi 

oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses. (Misalnya formulir yang menunjukkan 

perjalanan sebuah proses pengolahan dokumen pelayanan perizinan. Berdasarkan 

formulir dasar ini, akan diketahui apakah prosedur sudah sesuai dengan mutu baku 

yang ditetapkan dalam POS AP). Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses, 

diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yanf sudah dilakukannya, dan 

memberikan pengesahan bahwa Langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada 

Langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang 

memberikan informasi penting mengenai “apakah prosedur telah dijalankan dengan 

benar”. 

 

B. BAGIAN PROSEDUR POS  

Bagian prosedur POS atau diagram alir merupakan uraian mengenai langkah-langkah 

(prosedur) kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan. Bagian diagram 

alur ini menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis  dari 

prosedur yang distandarkan, yang berisi: 

1. Nomor kegiatan. 

2. Uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah (prosedur). 

3. Pelaksana yang merupakan pelaku (aktor) kegiatan. 

4. Mutu Baku yang berisi kelengkapan, waktu, dan output.  

5. Keterangan.  
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Simbol yang digunakan dalam POS-AP hanya terdiri dari 5 (lima) simbol, yaitu: 4 (empat) 

simbol dasar flowcharts (Basic Symbol of Flowcharts) dan 1 (satu) simbol penghubung 

ganti halaman (Off-Page Conector). Kelima simbol yang dipergunakan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Simbol Kapsul/Terminator  untuk mendeskripsikan mulai dan berakhirnya 

suatu prosedur; 

2. Simbol Kotak/Process  untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan 

eksekusi;  

3. Simbol Belah Ketupat/Decision   untuk mendeskripsikan kegiatan 

pengambilan keputusan;  

4. Simbol Anak Panah/Panah/Arrow     untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses 

kegiatan);  

5. Simbol Segilima/Off-Page Connector          untuk mendeskripsikan hubungan antar 

simbol yang berbeda halaman. 

 

Dasar penggunaan 5 (lima) simbol dalam penyusunan POS-AP adalah:  

1. POS-AP mendeskripsikan prosedur administratif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan 

oleh lebih dari satu pelaksana (jabatan) dan bersifat makro maupun mikro dan 

prosedur yang bersifat teknis yang detail baik yang menyangkut urusan administrasi 

maupun urusan teknis. 

2. Hanya ada dua alternatif sifat kegiatan administrasi pemerintahan yaitu kegiatan 

eksekusi (process) dan pengambilan keputusan (decision). 

3. Simbol lain tidak dipergunakan disebabkan karena prosedur yang dideskripsikan 

bersifat umum tidak rinci dan tidak bersifat teknis disamping itu kegiatan yang 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan sudah langsung operasional tidak bersifat teknikal 

(technical procedures) yang berlaku pada peralatan (mesin). 

4. Penulisan kegiatan dalam prosedur bersifat aktif (menggunakan kata kerja tanpa 

subyek) dengan demikian banyak simbol yang tidak dipergunakan, seperti: simbol 

pendokumentasian, simbol persiapan, simbol penundaan, dan simbol lain yang 

sejenis. 

5. Penyusunan POS AP ini hanya memberlakukan penulisan flowcharts secara vertical, 

artinya bahwa branching flowcharts dituliskan secara vertikal sehingga hanya 

mengenal penyambungan simbol yang menghubungkan antar halaman (simbol 

segilima/off-page connector) dan tidak mengenal simbol lingkaran kecil penghubung 

dalam satu halaman.
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BAB III 
DAFTAR POS AMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN POS SPESIFIK 

PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN 
 

A. POS - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
 

1. POS Perencanaan 

 
2. POS Keuangan 

NO POS  Keuangan Nomor Tanggal 
Pembuatan 

Tanggal Revisi I 

1.  POS AP Pendaftaran Internet Banking Untuk Pembayaran Atas Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

B1/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 

2.  POS AP Pendebitan Rekening Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu B2/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
3.  POS AP Penetapan dan Penerimaan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator 

Kartu Kredit Pemerintah 
B3/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

4.  POS AP Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah B4/H3/POS AP/2022 25 April 2022  15 Desember 2024 
5.  POS AP Penyerahan dan Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah B5/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
6.  POS AP Kenaikan Batasan Belanja Kartu Kredit Pemerintah B7/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
7.  POS AP Permintaan Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah B8/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
8.  POS AP Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kartu Kredit Pemerintah B9/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

NO 
POS  Perencanaan Nomor 

Tanggal 
Pembuatan 

Tanggal Revisi I 

1.  POS AP Revisi Anggaran ke DJA/DJPB A1/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

2.  POS AP Revisi Anggaran KPA A2/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  POS AP Penyusunan RKAKL Satuan Kerja A3/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
4.  POS AP Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan A4/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
5.  POS AP Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja A5/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
6.  POS AP Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Satuan Kerja A6/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
7.  POS AP Pengukuran Data Kinerja Satuan Kerja A7/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
8.  POS AP Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Kerja A8/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
9.  POS AP Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Satuan Kerja A9/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
10.  POS AP Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja Satuan Kerja A10/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
11.  POS AP Evaluasi Capaian Target Rencana Strategis Satuan Kerja A11/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
12.  POS AP Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mandiri Satuan Kerja A12/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
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9.  POS AP Pertanggungiawaban Uang Persediaan (GUP) dan Tambahan Uang Persediaan 
(PTUP) Kartu Kredit Pemerintah 

B10/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

10.  POS AP Penggunaan KKP B11/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
11.  POS AP Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah B12/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
12.  POS AP Penarikan Kartu Kredit Pemerintah B14/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
13.  POS AP Pembayaran Penyalahgunaan Tagihan Kartu Kredit Pemerintah B15/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
14.  POS AP Pelaksanaan Kegiatan B16/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
15.  POS AP Pertanggungjawaban Kegiatan B17/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
16.  POS AP Pencairan Uang Persediaan (UP) B18/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
17.  POS AP Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) B19/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
18.  POS AP Revolving Dana Ganti Uang Persediaan (GUP) dan Pemenuhan GUP Nihil B20/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
19.  POS AP PTUP/POS Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP) B21/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
20.  POS AP Pencairan Langsung Bendahara Pengeluaran (LS - BP) B22/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
21.  POS AP Pencairan Langsung Pihak Ketiga (LS - Pihak Ketiga) B23/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
22.  POS Verifikasi Keuangan/Pertanggungjawaban B24/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
23.  POS AP Pembayaran Tunjangan Kinerja B25/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
24.  POS AP Pembayaran Uang Makan B26/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
25.  POS AP Pengujian SPM B27/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
26.  POS AP Tuntutan Ganti Rugi B29/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
27.  POS AP Usulan Pejabat Perbendaharaan B30/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
28.  POS AP Penghentian Pembayaran Pegawai B31/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
29.  POS AP Penyusunan Laporan Keuangan B32/H3/POS AP/2022 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
30.  POS AP Pembayaran Gaji Pegawai B33/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

 
3. POS Kepegawaian 

NO POS  Kepegawaian Nomor Tanggal 

Pembuatan 

Tanggal Revisi I 

1.  POS AP Verifikasi dan Validasi Data PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) C1/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
2.  POS AP Pengusulan Pemberhentian PNS Yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun C2/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  POS AP Pemberhentian PNS Selain Yang Akan mencapai Usia Pensiun C3/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
4.  POS AP Pengusulan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/lnstansi (Unit Kerja Penerima) C4/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
5.  POS AP Penerimaan Pindah/Mutasi Jabatan Antar Unit/lnstansi (Unit Kerja Pemohon) C5/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
6.  POS AP Pengusulan Pindah Jabatan/Mutasi Jabatan di Internal Unit Kerja C6/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
7.  POS AP Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu C7/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
8.  POS AP Pengusulan Kenaikan Pangkat C8/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
9.  POS AP Pengajuan dan Pemrosesan Usul Cuti Pegawai C9/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
10.  POS AP Pengusulan Pengaktifan Kembali Dari Tugas Belajar Pegawai dan Cuti Di Luar 

Tanggungan Negara 
C10/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
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4. POS Ketatalaksanaan 

 
5. POS Kerumahtanggaan 

NO POS  Kerumahtanggaan Nomor Tanggal 
Pembuatan 

Tanggal Revisi I 

1.  POS AP Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban E1/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
2.  POS AP Pelayanan Tamu Pimpinan E2/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  POS AP Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Kantor E3/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
4.  POS AP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor E4/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
5.  POS AP Peminjaman Sarana dan Prasarana Kantor E5/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

 
6. POS Barang Milik Negara (BMN) 

No. POS  Persuratan dan Kearsipan Nomor 
Tanggal 

Pembuatan 
Tanggal Revisi I 

1.  POS AP Pengusulan Rencana kebutuhan Barang Milim Negara F1/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
2.  POS AP Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara F2/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  POS AP Pendistribusian Barang Milik Negara F3/H3/POS AP/2022 25 April 2022 - 
4.  POS AP Pembukuan Barang Milik Negara F4/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
5.  POS AP Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara F5/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
6.  POS AP Penyusunan Laporan Barang Milik Negara F6/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
7.  POS AP Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara F7/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
8.  POS AP Inventarisasi Barang Milik Negara F8/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
9.  POS AP Penataan Daftar Barang Ruangan (DBR) F9/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

11.  POS AP Pemrosesan Usul Pemberian Penghargaan Pegawai C11/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
12.  POS AP Usulan Formasi Pegawai C12/H3/POS AP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
13.  POS AP Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai C13/H3/POS AP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
14.  POS AP Usul Pendidikan dan Pelatihan, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah C14/H3/POS AP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
15.  POS AP Usul Tugas Belajar C15/H3/POS AP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
16.  POS AP Pelaporan Absensi C18/H3/POS AP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 

NO POS  Ketatalaksanaan  Nomor Tanggal 
Pembuatan 

Tanggal Revisi I 

1.  POS AP Penyusunan Dokumen Prosedur Operasional Standar D1/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
2.  POS AP Pengusulan Kebutuhan Jabatan D2/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  POS AP Pelaksanaan Evaluasi Organisasi D3/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
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10.  POS AP Pemindahtanganan Barang Milik Negara F10/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
11.  POS AP Pengelolaan Barang Persediaan F11/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

 
7. POS Persuratan dan Kearsipan 

No. POS  Persuratan dan Kearsipan Nomor 
Tanggal 

Pembuatan 
Tanggal Revisi I 

1.  POS AP Pemrosesan Surat Masuk G1/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
2.  POS AP Pemrosesan Surat Keluar G2/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  POS AP Pemindahan Arsip G3/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
4.  POS AP Pemusnahan Arsip G4/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
5.  POS AP Pengelolaan Arsip Aktif G5/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
6.  POS AP POS Pengelolaan Arsip Inaktif Tidak Beraturan G6/H3/POS AP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
7.  POS AP Pengelolaan Dokumen Tata Usaha G7/H3/POS AP/2023 31 Maret 2023  

 

B. POS SPESIFIK 

1. POS Substansi Kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

NO POS  Kurikulum Nomor Tanggal 
Pembuatan 

Tanggal Revisi I 

1.  Pengembangan Kurikulum H1/H3/POS SP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
2.  Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum H2/H3/POS SP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  Fasilitasi Sekolah dalam Praktik Baik Pelaksanaan Kurikulum H3/H3/POS SP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
4.  Kebijakan Teknis di Bidang Kurikulum dan Pembelajaran H4/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
5.  Penyusunan Kurikulum H5/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
6.  Implementasi Kurikulum Pengembangan Model Kurikulum Satuan Pendidikan H6/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
7.  Penyusunan Laporan Kurikulum dan Pembelajaran H7/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
8.  Pengelolaan Dokumen / File Kurikulum dan Pembelajaran H8/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
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2. POS Susbtansi Pembelajaran 

 

 

 3.     POS Subtansi Sistem Informasi 

 

 

 

NO POS  Pembelajaran Nomor Tanggal Tanggal Revisi I 

1.  Pengembangan Perangkat Ajar I1/H3/POS SP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
2.  Pengembangan Model Pembelajaran I2/H3/POS SP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 
3.  Pengembangan Video Pembelajaran I3/H3/POS SP/2022 25 April 2022 15 Desember 2024 

NO POS  Sistem informasi Nomor Tanggal Tanggal Revisi I 

1.  Maintenance teknis SIKN K3/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
2.  Pengelolaan Media Sosial K2/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
3.  Pengelolaan Kerja Sama K4/H3/POS SP/2023 31 Maret 2023 15 Desember 2024 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 



 

141 
 

     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS-AP) 

BIDANG TATA LAKSANA 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS-AP) 

BIDANG RUMAH TANGGA 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS-AP) 

BIDANG BARANG MILIK NEGARA 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 



 

172 
 

     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH (POS-AP) 

BIDANG PERSURATAN DAN KEARSIPAN 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SPESIFIK (POS-SP) 

SUBSTANSI KURIKULUM 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 



 

223 
 

     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SPESIFIK (POS-SP) 

SUBSTANSI PEMBELAJARAN 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 
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     Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan (POS-AP) Puskurjar 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SPESIFIK (POS-SP) 

SUBSTANSI SISTEM INFORMASI 
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